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1. 	Latar Belakang Penell tlan 
Pada t.anggal 29 Desember 1986 telah ditetapkan Undang­
undang NomoI' 5 To.hun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara (TUN) yang menjadi dasar berdirinya lingkungan baru 
peradilan, yaitu Peradilan TUN. Dengan adanya peradilan 
baru ini. maka ~ipenuhilah keinginan pasal 10 UU No 14/1970 
tentang adanya empat lingkungan peradilan. yaitu 
1. 	Peradilan Umum 
2. 	Peradilan Agama 
3. 	Peradilan Militer, dan 
4. 	Peradilan Tata Usaha Negara. 
Kehadiran peradilan ini memiliki latar belakang khusus 
sebagai alasan-alasannya, yaitu : 
a. 	bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum 
yang berdasarkan Pancasila dan Uridang-Undang Dasar 
1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan 
bangsa yang sejahtera, aman, serta t.ertib, yang menja­
min persam"aan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. 
dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, 
seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang TUN 
dengan para warga masyarakat; 
b. 	bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan 
jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional 
secara bertahap, diusahakan unt\lk membina, menyempur 
nakan, dan menertibkan aparatur di bidang TUN, agar 
mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, 
serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya 
selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan 
sikap pengabdian untuk masyarakat; 
c. 	bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan 
suat.u kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat. 
menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian 
hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya 
ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perseli­
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sihan. atau sengketa antara Badan atau Pejabat TUN 
dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau 
menghambat jalannya pembangunan naaional; 
d. 	bahwa untuk menyelesaikan aengketa teraebut diperlu­
ken adanya peradilan TUN yang mampu menesakkan keadi­
lan, kebenaran, ketertiban, dan kepaatian hukum, 
sehingga dapat memberikan pengayoman kepada maayara­
kat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Peja­
bat TUN dengan masyarakat; 
Memperhatikan alasan faktual seperti terurai diatas, 
maka sangatlah jelas bahwa kehadiran Peradilan TUN dimak­
sudkan sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan pemerllJtah 
yalJg berslh dan berwibawa. Sisi lain dari tujuan ini adalah 
agar rakyat memperoleh perlindungan hukum atas tindakan 
pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian. 
Dari uraian diatas, semental'a ini menunjukkan bahwa 
peradilan TUN belum dapat berfungsi sebagai sarana untuk 
memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Untuk mencari 
aebab-sebabnya dan untuk menjawab permasalahan tersebut, 
maka perlu diadakan suatu penelitian yang secara khusus dan 
mendalam terhadap keberadaan perkara yang diajukan ke 
Peradilan. 
2. Masalah PelJel1 tlan 
2.1. Jenis KTUN bidang apa saja yang telah digugat oleh 
masyarakat ke Peradilan TUN Surabaya ? 
2.2. 	Apakah KTUN yang digugat oleh maayarakat ke Peradl1an 
TUN Surabaya, sudah sesuai dengan ketentuan Paaal 1 
angka 3 UU No. 5/1986 ? 
2.3. 	Bagaimana ...lenis Keputusan Hakim atas sengketa TUN yang 
telah diajukan tersebut ? 
3. 	 TuJuan PenelltlalJ 
3.1. 	Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri keputusan TUN 
bidang pemerintahan apa saja yang digugat di Pengadilan 
TUN Surabaya. 
3.2. 	Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan apakah 
masyarakat penggugat mengetahui dan memahami pengertian 
KTUN sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1.3 UU No. 
5/1986. 
2.3. 	Penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui apakah 
keputusan hakim TUN telah memberikan perlindungan hukum 
bagi rakyat ? 
4. 	 MalJfaat PelJelltlan 
4.1. 	Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inforl11a­
si tentang keberadaan perkara di Pengadilan TUN 
Surabaya. 
4.2. 	Penelitian ini diharapkan dapat menemukan kelemahan­
kelemahan gugatan yang diajukan oleh rakyat kepada 
pengadilan TUN. Dengan demikian, dikemudian hari akan 
dapat meningkatkan pemahaman masyarakat· penggugat. 
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4.3. 	Penelitian ini dimaksudkan juga untuk mengukur apakah 
Peradilan TUN sudah dapat berfungsi dalam memberikan 
perlindungan hukum ba~e rakyat pencal'i keadilan. 
4. Metode PelJelltls.n 
Penelitian ini merupakan penelit1an yang bersifat 
yuridis normatif dengan tumpuan pada telaah "teknis yuri 
dis", Langkah-langkah penelitian ini dimulai dengan menelu­
suri bahan hukum primer berupa ketentuan dalam undang­
undang No.5 Tahun 1986 khususnya Pasal 1.2 dan Pasal 1.3. 
Pasal 1.2. digunakan sebagai instrumen untuk mengiden­
t1f1kasi apakah gugatan yang d1ajukan pada Pengadilan TUN 
Surabaya berdasar pada suatu KTUN yang dibuat oleh lembaga 
pemerintah ? Bahan hukum sekunder yang berbentuk surat­
surat gugatan yang ada pada Pengadilan TUN Surabaya diteli­
ti dengan cara melihat gugatan apakah t'elah d1arahkan pada 
keputusan yang dibentuk oleh instansi pemerintah. 
Pasal 1 angka 3 digunakan sebagai instrumen ~<NSn­
tifikasi. apakah setiap KTUN yang digugat ke Pengadilar. TUN 
sudah memenuhi unsur : Konkret. Individual dan Final. 
ber1si tindakan hukum TUN. Langkah penelitian pada bahan 
hukum primer yang ada di Pengadilan TUN Surabaya diteliti 
dengan cara meneliti, apakah keputusan TUN yang digugat 
telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 3 UO No. 
5/1986. Langkah ini dilakukan untuk dapat menjawab apakah 
masyarakat penggugat telah memaham1'benar pengertian KTUN. 
Untuk menjawab permasalahan ketiga, langkah awal dimu 
lai dengan cara mengumpulkan keputusan-keputusan Hakim TUN 
Surabaya, identifikasinya dilakukan dengan cara mellhat 
putusan haklm balk dalam pemeriksaan pendahuluan maupun 
pemeriksaan lanjutan. Dari putusan-putusan tersebut akan 
dapat di11hat hal-hal apa saja yang dipertimbangkan 018h 
hakim untuk menolak gugatan atau mengabulkan gugatan. 
5. 	 Kesimpulan 
1. 	Pengadilan TUN Surabaya telah menjalankan fungsiny3. 
sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan 
memutus sengketa TUN. 
2. 	Hasih banyak gugatan yang diajukan ke Pengadilan TUN 
Surabaya, belum memenuhi pesyaratan sebagaimana diatur 
dalam pera'turan perundang-undangan yang berlaku. 
3. 	Keputusan akhir hasil pemeriksaan atas gugatan yang 
masuk ke Pengadilan TUN Surabaya, belum memberikan 
perlindungan hukum yang memadai terhadap kepentlngan 
perlindungan hul;;:um bagi rakyat. 
4. 	 Pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan pengadilan TUN 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum dapat 
memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukull1 
terhadap kepentingan rakyat. 
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